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BAB 1V

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Simeulue
1. Kondisi Fisik Wilayah

Kabupaten Simeulue dengan luas wilayah 2.125.02 km2. Menurut letak
geografisnya Kabupaten Kepulauan Simeulue terdapat salah satu potensi yaitu
kekayaan hutan yang mendominasi luas lahan daratan Kabupaten Kepulauan
Simeulue. Kabupaten ini memiliki 100.000 hektar lebih luaas hutan atau 50 persen
dari total luas wilayahnya. Potensi kayu dari hutan disini tentu sangat
menjanjikan. Terlebih dari luas hutan tersebut. mayoritas adalah hutan produksi
baik terbatas maupun tetap, Sumber Data: Aceh Dalam Angka 2013 BPSPA.

Kabupaten Simeulue adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh.
Indonesia. Berada kurang lebih 150 kim dari lepas pantai barat Aceh, Kabupaten
Simeulue berdiri di atas Samudera Indonesia. Kabupaten Simeulue merupakan
pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999, dengan harapan
pembangunan semakin meningkat.

Ibu kota Kabupaten Simeulue adalah Sinabang, kalau diucapkan dengan
logat daerah adalah Si navang yang berasal dari legenda Navang. Navang adalah
si pembuat garam masa dulu di daerah Babang (pintu masuk teluk Sinabang.
Dulunya Navang membuat garam dengan membendung air laut yang masuk ke
pantai Babang, kemudian dikeringkan falu menjadilah garam. Garam Navang
lambat laun menjadi dikenal di sekitar Ujung Panarusan sampai ke Lugu. Jika

penduduk membutuhkan garam, maka mereka akan menuju si Navang, yang
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lambat laun konsonan 'V' pada Navang berubah menjadi Nabang. Sementara
Sibigo ibukota kecamatan Simeulue Barat berasal dari kata/kalimat C'V dan Co
karena masa-masa penjajahan dulu. Sibigo adalah lokasi perusahaan pengolahan
kayu Rasak, sejenis kayu sangat keras setara dengan Jati yang dikirim ke Belanda
via laut. Karena posisi geografisnya vang terisolasi dari Pulau Sumatera. hiruk-
pikuk konflik di Aceh daratan tidak pernah berimbas di kawasan ini.

Kabupaten Simeulue adalah merupakan gugusan kepulauan yang terdiri

dari 41 pulau besar dan kecil. Kepulauan ini terletak di Samudra Indonesia. 105
mil laut (194,46 km) dari Meulaboh, Ibu Kota Kabupaten Simeulue adalah
Sinabang, dengan batas batas wilayah adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Samudra Hindia
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia
2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data Kantor BPS jumlah penduduk Kabupaten Simeulue
pada tahun 2008 tercatat 81.790, sedangkan dari hasil Sensus Penduduk Tahun
2012 jumlah penduduk tercatat sebesar 82.762.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Simeulue

Tahun 2012 2011 2010 2009 2008

Jumlah Pria (jiwa) - - - - -
Jumlah Wanita (jiwa) - - - - -
Total (jiwa) 82.762 82.521 80.674  82.344 81.790
Pertumbuhan Penduduk (%) - - - - -
Kepadatan Penduduk (jiwa/Km?) - - - - -
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Sumber Data: Aceh Dalam Angka 2013BPSPA

Secara administratif Kabupaten Kepulauan Simeulue terbagi atas 10
kecamatan dan 138 Desa, nama nama kecamatan yang ada di Kabupaten ini
adalah : Kecamatan Teupah Selatan, Kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan
Simeulue Tengah, kecamatan Salang, Kecamatan Simeulue Barat, Kecamatan

Teupah Barat, Kecamatan Teuluk Dalam, dan Kecamatan Alatan.

3. Kondisi Sosial Budaya

Hubungan sosial diantara masyarakat di kabupaten terluar ini sangat harmonis dan
hal ini dapat dibuktikan dengan ciri khas pusat informasi masyarakat di daerah ini
yaitu banyaknya warung kopi yang hampir 100% menghiasi kota yang ada di
Kabupaten Simeulue. sehingga muncul suatu pernyataan dalam masyarakat yang
mengatakan bahwa jika satu hari saja tidak ke warung kopi maka tidak akan
mendapatkan informasi. Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di provinsi
ini tersedia | (satu) bandar udara. vaitu Bandara Lasikin. Untuk transportasi laut
tersedia 1(satu) pelabuhan, antara lain Pelabuhan Pelabuhan Sinabang.

Dalam bidang pendidikan pemerintahan Kabupaten simelue menjalankan
program pendidikan formal wajib belajar 12 tahun mulai dari tingkat sekolah
Dasar nmegeri dan Madrasah ibtidaiyah baik negeri maupun swasta. Sekolah
lanjutan Tingkat Pertama dan Madrasah Tsanawiyah baik negeri maupun swasta.
Sekolah Menengah Atas negeri dan juga Madrasah Aliyah negeri maupun swasta,
dan Sekolah Menengah Kejuruan (bidang Perikanan. Bisnis Manajemen.
Perkayuan, Pertanian dan teknologi Rekayasa). Pendidikan nonformal yang

sudash berjalan dikabupaten Simeulue seperti yang telah diprogramkan oleh Dinas
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Pendidikan melalui Pendidikan Luar Sekolah. dengan program PKBM masih
banyak yang berorientasi pada kursus computer, PAUD serta Paket A, B, dan C.

Kabupaten Simeulue belum memiliki Sekolah Tinggi, apalagi Universitas,

Sementara minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan sangat besar. Jenjang

Pendidikan seperti Perguruan belum ada. pendidikan tinggi yang tersedia untuk

meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue difasilitasi

oleh Universitas Terbuka melalui program PJJ (Pendidikan Jarak Jauh).

4. Kondisi Pemerintahan

Pemberlakukan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang kemudian
direvisi dengan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah membawa
konsekuensi terhadap semua aspek penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka Otonomi Daerah dibawah
undang-undang ini tidak sekedar memindahkan sebagian besar kewenangan dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tetapi undang-undang ini harus
membawa makna bagi kesejehteraan rakyat di daerah yang selama ini belum dapat
diwujudkan. Kesejahteraan rakyat akan terwujud dengan baik apabila rakyat
memiliki keleluasaan untuk menentukan nasibnya sendiri dan memiliki akses serta
ruang yang cukup untuk masuk dalam arena proses pengambilan kebijakan publik.
Adanya ruang yang cukup bagi rakyat untuk ikut mempengaruhi proses
pengambilan kebijakan publik yang akan sangat menentukan nasibnya hanya
mungkin tercipta jika ada Demokratisasi.

Kabupaten Simeulue dengan ibu kotanya Sinabang dibagi atas 10 wilayah
kecamatan dengan total jumlah mukim 29 wilayah dan desa 138 wilayah.

Kecamatan Simeulue Barat dengan Sibigo sebagai ibu kota kecamatan memiliki
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luas wilayah terbesar + 44.607 ha (24.27%) dibagi dalam 14 wilayah administrasi
desa, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah kecamatan
Simeulue Cut + 3.539 ha (1,93%) dengan wilayah administrasi desa berjumlah 8
desa. Kecamatan ini merupakan kecamatan baru, pemekaran dari kecamatan
Simeulue Tengah pada tahun 2012 bersama dengan kecamatan Teupah Tengah
yang merupakan Pemekaran dari kecamatan Simeulue Timur.

Sedangkan Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat
Daerah. Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah. Badan

Daerah, Kantor, UPTD. Kecamatan dan Kelurahan.

5. Kondisi Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah atau Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6
Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Simeulue maka Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Simeulue secara garis besar terdiri dari tiga macam. yaitu Sekretariat Daerah
sebagai unsur staf. Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana dan Lembaga Teknis
Daerah sebagai unsur penunjang.

Kedudukan Perangkat Daerah adalah berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Daerah. Tugas Perangkat Daerah adalah membantu Kepala
Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan. Sedangkan
fungsinya adalah merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah baik secara umum
ataupun teknis: penyelenggaraan administrasi pemerintahan. pengelolaan sumber
daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah: pemberian
perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum; seta melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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6. Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah Kabupaten Simeulue

Secara kelembagaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue, didirikan dengan mengacu kepada
Peraturan Daerah atau Qanun Nomor: 06 Tahun 2010 tanggal. 30 Desember 2010
tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 07 Tahun 2007
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten
Simeulue. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pendapatan daerah yang
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada sepenuhnya dibawah serta
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Dacarah berdasarkan peraturan perundang-undangnan
yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut. Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi-fungsi sebagai
berikut:

I. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas:

2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang:

3. Perumusan kebijakan teknis administrasi, pelaksanan penyususan anggaran
dan pendapatan daerah;

4. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan
Qanun:

5. Pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja:
6. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah:
7. Pemantaan, evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi pengeloaaan

keuangan dan kekayaan daerah:

8. Perumusan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang
milik daerah: dan

9. Pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati:

10. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42350.pdf

69

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas. maka

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue.

mempunyai kelengkapan organisasi sebagai berikut:

1.
2.

Kepala Dinas,

Sekretariat terdiri dari:

a. Sub bagian umum dan perlengkapan:
b. Sub bagian keuangan;

¢. Sub bagian kepegawaian.

Bidang Penyusuan Program, evaluasi dan Pelaporan terdiri dari:

a. Seksi data dan informasi;
b. Seksi penyusuan program;
c. Seksi pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
Bidang Pendataan terdiri dari:
a. Seksi pengembangan dan pendapatan asli daerah:
b. Seksi penerimaan pendapatan asli daerah:
¢. Seksi penerimaan non pendapatan asli daerah.
Bidang Anggaran terdiri dari:
a. Seksi penyusunan anggaran:
b. Seksi anggaran pembiayaan:
¢. Seksi pengendalian anggaran.
Bidang Akuntansi terdiri dari:
a. Seksi verifikasi:
b. Seksi pembukuan keuangan:
¢. Seksi Perbendaharan.
Bidang investasi dan kekayaan daerah terdiri dari:
a. Seksi penyusunan rencana kebutuhan asset daerah:
b. Seksi investasi daerah:
c. Seksi evaluasi kekayaan daerah.
Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional
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Unit pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional
dinas di lapangan yang dipimpin olehn seorang Kepala yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan
dengan Camat. Unit pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanan tugas
dinas yang menpunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan. Unit
pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas dinas

sesuai dengan bidangnya, dan melaksanan urusan administrasi.

7. Potensi Pajak Daerah Kabupaten Simeulue

Sebagai konsekuensi logis dari otonomi daerah yang diwujudkan dalam
bentuk desentralisasi maka akan ada pelimpahan wewenang dan tanggung jawab
dalam usaha penggalian dan penggunaan dana. baik yang berasal dari pemerintah
pusat maupun dana yang berasal dari pemerintah daerah itu sendiri. Konteks
desentralisasi memberikan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada
daerah—daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pada peraturan perundang—
undangan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi
fiskal adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan
perekonomian daerah. Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan
berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan
daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan
aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas
fiskal (fiscal capacity) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (fiscal need)

sehingga tidak mengalami defisit fiskal (fisca/ gap). Salah satu upaya untuk

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42350.pdf

71
meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan. penatausahaan. pelaporan.
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat
penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-
tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda
pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya untuk mewujudkan pelayanan
dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan.
pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Dalam kurun waktu 5 tahun, proses perencanaan pembangunan daerah yang
dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue telah
mengalami kemajuan yang cukup berarti, dimana pemeritah daerah mampu
mengatasi berbagai macam permasalahan pembangunan. Ini dapat dilihat dari
perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue maupun
program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada periode tahun tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah hingga saat ini masih sangat tergantung
dengan kebijakan pemerintah pusat terutama dalam hal peraturan perundang-
undangan yang mendasarinya, terutama dalam hal pendapatan daerah yang sangat
besar peranannya dalam perencanaan dan pendanaan pembangunan dalam kurun
waktu tersebut. Dengan terbitnya Undang-Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak dan Retribusi Daerah tentu memberikan warna baru dalam
menentukan kerangka pendanaan dalam rencana kinerja pembangunan Kabupaten

Simeulue periode tahun 2012-2017. Dengan undang-undang tersebut yang
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nantinya diikuti oleh peraturan perundang-undangan vyang dibawahnya,
diharapkan ketergantungan pemerintah daerah dari dana pusat semakin berkurang
atau Pemerintah Daerah lebih mandiri dalam hal pendanaan pembangunan.

Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya terlihat
dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang positif disisi penerimaan
dan peranannya dari tahun ketahun yang semakin meningkat. Pendapatan Asli
Daerah merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah untuk membiayai
pengeluaran rutin dan pembangunan disamping penerimaan lainnya berupa bagi
hasil pajak/bukan pajak, bantuan pembangunan serta pinjaman daerah.
Keuangan daerah merupakan salah satu faktor terpenting dalam menganalisa
potensi dan kebutuhan daerah. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dari tahun
ketahun, terus mengalami peningkatan.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-undang. dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi. adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu vang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan restribusi Daerah terdapat 11 jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

Pajak Hotel:
Pajak Restoran:

Pajak Hiburan:
Pajak Reklame:

o0 o
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Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pajak Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah;

Pajak Sarang Burung Walet:

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan: dan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

TS e

Adapun realisasi PAD yang dapat dicapai oleh kabupaten Simeulue
menurut jenis penerimaan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Realisasi Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Simeulue menurut Jenis Penerimaan

42350.pdf

No JENIS PENERIMAAN TARGET (Rp) | REALISASI (Rp)
| | Pajak Hotel 20.000.000 93.491.750
2 | Pajak Restoran 150.000.000 606.909.339
3 | Pajak Hiburan 10.000.000 3.392.000
4 | Pajak reklame 45.000.000 17.199.000
i 5 | Pajak Penerangan Jalan 1.200.000.00 1.244.471.872
L6 Pajak Mineral bukan Logam dan:@ 500.000.000 1.050.223.352
Batuan ;
7 | Pajak Parkir 72.500.000 100.000.000
8 | Pajak Air Tanah 80.000.000 100.000.000
9 | Pajak Sarang Burung Walet 50.000.000 20.000.000
10 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 100.000.000 100.000.000
‘ dan Perkotaan
11 | Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan 375.000.000 | 375.000.000
JUMLAH 2.602.500.000 | 3.710.687.313

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah. 2014

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa realisasi PAD tidak mampu

memenuhi target yang ditetapkan, sehingga terjadi kesenjangan sebesar 10 % di

wilayah

kabupaten Simeulue. Dari

data diatas

terlihat

bahwa bantuan

pembangunan yang diterima kabupaten Simeulue masih mendominasi penerimaan

asl

i daerah setempat.

Sedangkan realisasi penerimaan Pajak Daerah menurut jenis pajak yang

terjadi di Kabupaten Simeulue adalah sebagai berikut :
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Realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Simeulue Menurut Jenisnya

Tabel 4.3

No JENIS PAJAK TARGET (RP) REALISASI
(Rp)
1 | Pajak Hotel 20.000.000 93.491.750
2 | Pajak Restoran 150.000.000 606.909.339
3 | Pajak Hiburan 10.000.000 3.392.000
4 | Pajak reklame 45.000.000 17.199.000
5 | Pajak Penerangan 1.200.000.00 1.244.471.872
Jalan
6 | Pajak Mineral bukan 500.000.000 1.050.223.352
Logam dan Batuan
Pajak Parkir 72.500.000 100.000.000
Pajak Air Tanah 80.000.000 100.000.000
Pajak Sarang Burung
Walet
10 | Pajak ~ Bumi  dan 100.000.000 100.000.000
Bangunan  Pedesaan
dan Perkotaan
11 | Bea Hak Atas Tanah 375.000.000 375.000.000
dan Bangunan
JUMLAH 2.552.500.000 3.690.687.313

74

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah. 2014
Pada tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi pajak diperoleh
melampaui target yang ada sebanvak 70 %. dan didominasi oleh pajak dari
pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C. diikuti oleh Pajak Hotel
Dan Restoran. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten Siomeulue memiliki
potensi di bidang tambang dan sektor pariwisata yang perlu dikembangkan secara
maksimal.
Sementara realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak dari

pemerintah pusat menurut jenis penerimaan adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.4
Realisast Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Pusat
menurut Jenis Penerimaan

42350.pdf

~3
(]

No JENIS PAJAK TARGET REALISASI (Rp)
/ 2 3 4
| Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan
Bangunan bagi Hasil dari Pajak 8.555,195,268.00 12.741.315.,758.00
Penghasilan (PPh) Pasal 25
2 Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi
dalam Negeri dan PPh Pasal 21 2.822.466.733.00 2.256.075.622.00
3 Bagi Hasil dari Pajak /Sumber Daya
Alam 4,840.856.00
4 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 402,414,486.00
383,182,410.00
5 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak
Bumi 2.579,573.000.00 2.247.364.825.00
0 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
4,370,568.000.00 0.795.592.575.00
7 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas
Bumi 2,122,603.00 1,485.820.00
8 Bagi Hasil dari Cukai Tembakau
149,576.889.00 158.085.494.00
9 Bagi hasil dari Pertambangan Umum
394,662,472.00 293,084.201.00
10 Bagi hasil dari Hutan

6.490,532.00

1.298.106.00

JUMLAH

19,283,069,983.00

24,882,325,667.00

Sumber: Simeulue dalam Angka 2013

Dari tabel tersebut diatas menunjukan bahwa realisasi penerimaan pajak

dari Bagi Hasil melebihi target yang ditetapkan sebanyak 110 %. dan masih

didominasi oleh hasil Pajak Bumi Dan Bangunan, dan diikuti oleh Pajak

Kendaraan Bermotor.

Selanjutnya penerimaan yang diterima melalui kinerja BUMD untuk saat

ini belum ada, karena BUMD yang dikelola oleh kabupaten Simeulue hanya

meliputi PDAM yang setiap tahun masih menerima subsidi dari dana APBD yang
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ada dan mencapai Rp 1.000.000.000.- per tahunnya. Sementara pinjaman daerah
belum pernah dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Simeulue.

Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam melaksanakan pengelolaan
keuangan secara terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten (APBK) merupakan salah satu instrumen dalam pengambilan
kebijakan dalam proses pembangunan Daerah. Perkembangan APBK dan
realisasi APBK Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2007 sampai tahun 2012

dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
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B. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Efektifitas Organisasi

Untuk menilai suatu organisasi efektif atau tidak. secara keseluruhan
ditentukan oleh tujuan organisasi itu tercapai dengan baik atau sebaliknya. Dalam
hubungannya dengan penerimaan pendapatan asli daerah.maka organisasi yang
relevan untuk dikaji efektivitasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya vaitu
Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Kabupaten Simeulue.

Sebagai organisasi maka dengan sendirinya Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue yang
melaksanakan fungsi sebagai pemungut pendapatan daerah dan koordinator
pendapatan daerah, harus memanfaatkan kemampuannya untuk mencapai hasil
yang diharapkan. Semua kekuatan internal yang dimiliki yakni berupa sumber
daya aparatur, sarana dan prasarana harus dimanfaatkan secara optimal untuk
mendapatkan hasil yang maksimal. Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya
adalah penerapan manajemen yang baik, sebab bila tiap anggota organisasi secara
terkoordinasi melakukan tugas dan pekerjaannya masing-masing dengan baik.
efektivitas organisasi secara keseluruhan akan timbul.

Pengukuran efektivitas organisasi dapat menjelaskan secara Konkrit
sejauh mana Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Simeulue dapat memanfaatkan kemampuannya secara optimal untuk
mendapatkan hasil yang diharapkan. Adapun tolak ukur yang dipergunakan untuk
mengukur seberapa jauh tingkat efektivitas organisasi Dinas Pendapatan.

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue adalah
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kemampuannya menyesuaikan diri (adaptability). produktivitas dan kepuasan
kerja.

Faktor lingkungan organisasi baik lingkungan intern maupun lingkungan
ekstern akan mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai hasil
yang diharapkan, karena faktor lingkungan ini dapat mempengaruhi keputusan
serta tindakan didalam organisasi. Dalam memahami efektivitas organisasi.
diperlukan sebuah kerangka kerja analisa untuk menentukan variable-variabel
yang berhubungan dengan efektivitas organisasi. Kerangka kerja yang memiliki
pengaruh yang paling kuat adalah ciri organisasi, ciri lingkungan, ciri pekerja
serta kebijakan dan praktik manajemen.

Mengukur etfektivitas organisasi bukanlah suatu persoalan yang sangat
sederhana karena efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan
cenderung tergantung pada siapa yang menilainya. Bagi seorang manajer
produksi, efektivitas seringkali berarti kuantitas atau kualitas rout put) barang dan
jasa. Bagi seorang ilmuwan bidang riset efektivitas dijabarkan dengan jumlah
paten, penemuan atau produksi baru dari suatu organisasi. Bagi sejumlah sarjana
ilmu sosial, efektivitas sering ditinjau dari sudut kualitas kehidupan pekerja.
Singkatnya efektivitas organisasi mempunyai arti vang berbeda bagi setiap orang
bergantung pada kerangka acuan yang dipakainya (Steers. 1985:1).

Bila mengacu dari pengertian tersebut terdapat banyvak faktor yang dapat
dijadikan ukuran melihat efektivitas suatu organisasi, namun beberapa analisa
organisasi berusaha mengidentifikasi segi-segi yang dipandang paling
berhubungan dengan konsep efektivitas. Organisasi dikatakan efektif apabila telah

memenuhi beberapa indikator antara lain dapat mencapai tujuan yang telah
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ditentukan secara optimal (produktivitas), mampu menyesuaikan diri dengan
lingkungan internal maupun eksternalnya, adanya kepuasan para pegawainya.

Sejalan dengan indikator diatas, maka suatu organisasi dikatakan efektif
apabila organisasi telah dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan secara
optimal. tingkat kemampuan dari organisasi itu dalam menyesuaikan diri dengan
lingkungan internal maupun eksternal yang selalu berubah-ubah. Organisasi
sebagi sistem terbuka sangat tergantung kepada kemampuannya menyesuaikan
diri dengan lingkungannya, sebab setiap organisasi mendapat masukan (inpur)
dari lingkungannya. baik berupa bahan mentah. peralatan. sumber dana. tenaga
manusia, informasi dan tekhnologi, organisasi juga memberikan keluaran (owr
put) untuk kepentingan lingkungannya. Begitu pula halnya dengan kepuasan kerja
para pegawainya. Kepuasan kerja para pegawai mempunyai peranan vang cukup
besar dalam efektivitas organisasi, sebab organisasi merupakan kumpulan dari
individu dan kelompok sehingga keefektifan organisasi pada dasarnya adalah
merupakan fungsi dari keefektifan individu dan kelompok. selain itu yang
mengelola rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan dalam organisasi itu adalah
orang-orang atau manusia (humanbeing) yang bertindak sebagai aktor atau
peserta dalam organisasi bersangkutan, padahal manusia adalah makhluk hidup
yang mempunyai perilaku (behaviour), maka dengan sendirinya efektivitas
organisasi itu banyak tergantung pada perilaku manusia (humanbeing) yang
terdapat di dalam organisasi tersebut.Jadi bila tiap anggota organisasi secara
terkoordinasi melakukan tugas dan pekerjaannya masing-masing dengan baik.

efektivitas organisasi secara keseluruhan akan timbul.
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Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa didalam memahami topik
tentang efektivitas organisasi, ada empat rangkaian variabel yang berhubungan
dengan efektivitas organisasi yaitu : (1) ciri organisasi, (2) ciri lingkungan. (3) ciri
pekerja dan (4) kebijakan dan praktik manajemen. Keempat variabel ini sangat
mempengaruhi efektivitas organisasi dan berhubungan satu sama lainnya.

Ciri organisasi akan dapat mempengaruhi efektivitas organisasi apabila
struktur organisasi yang ada, tidak sesuai dengan kebutuhan dan fungsi vang
diemban oleh organisasi tersebut.sehingga struktur organisasi itu cenderung
menjadi besar. Organisasi yang memiliki struktur organisasi yang besar tentunya
akan menambah rentang kendali yang harus diawasi dan menambah hierarchi
daripada organisasi itu. Selain itu organisasi tersebut tidak akan efektif karena
pembagian kewenangan yang tidak seimbang,sehingga akan menimbulkan
kecemburuan diantara para pekerja. Prinsip organisasi yang baik adalah organisasi
yang miskin struktur tapi kaya fungsi, prinsip ini harus diutamakan dalam
penyusunan struktur organisasi, dengan prinsip organisasi ini akan dapat
meningkatkan efektivitas organisasi itu sendiri. namun demikian suatu organisasi
yang ramping dan telah sesuai dengan fungsinya serta didukung oleh tekhnologi
vang mutahir sekalipun tanpa didukung oleh lingkungan yang kondusit” dalam
artian bahwa organisasi yang kita kenal sebagai organisasi sistem terbuka.
tentunya akan menerima input dari luar organisasi dan memberikan out put bagi
kepentingan organisasinya, karena itu organisasi itu harus dapat memperhatikan
tingkat pendidikan masyarakat dilingkungannya, tingkat pendapatan masyarakat.
sehingga organisasi tersebut tanggap dalam merespon setiap perubahan yang

terjadi, begitu juga halnya dengan pemanfaatan sumber daya manusia vang ada
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dalam organisasinya harus dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi secara
optimal, sehingga sedikit banyak akan dapat meningkatkan efektivitas daripada
organisasi tersebut. Ciri organisasi dan ciri lingkungan ini tidak akan dapat
meningkatkan efektivitas organisasi itu tanpa memperhatikan ciri pekerja yang
ada yang merupakan faktor internal dari organisasi, apalah artinya kedua ciri
tersebut apabila organisasi itu tidak didukung oleh kemampuan pekerja vang ada
dalam organisasi tersebut. Kemampuan pekerja disini dimaksudkan baik dari segi
kuantitas yakni jumlah ideal pegawai yang harus ada, maupun dari segi kualitas
yakni pendidikan formal dan pendidikan tekhnis yang dipersyaratkan oleh
organisasi itu. Disamping itu yang tak kalah pentingnya adalah pemanfaatan staf
yang ada secara optimal. Tidak akan berarti apa-apa bagi suatu organisasi vang
didukung oleh pekerja yang memiliki tingkat pendidikan formal yang tinggi.
pendidikan tekhnis yang memadai tanpa penempatan yang sesuai dengan
kemampuannya. Disamping ketiga hal tersebut yang paling penting adalah
kebijakan dan praktik manajemen. sebab walau bagaimanapun organisasi itu
didukung oleh struktur yang sesuai dengan prinsip organisasi, didukung pula oleh
para pekerja yang telah sesuai dengan tingkat pendidikan formal maupun
pendidikan tehnisnya serta dibarengi dengan penempatan yang sesuai dengan
keahliannya, begitu pula dengan dukungan lingkungan yang kondusif. akan tetapi
bila semua ini tanpa didukung oleh kebijakan dan praktik manajemen yang baik
maka secara keseluruhan hal itu akan sangat mempengaruhi tingkat efektivitas
dari organisasi itu. Akhirnya manajerlah yang memegang peranan dan tindakan-
tindakan yang mempengaruhi kesanggupan orang mencapai tujuannya dalam

perjalanan waktu. Dengan demikian ciri organisasi. ciri lingkungan, ciri pekerja.
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kebijakan dan praktik manajemen secara bersama-sama mempengaruhi
keberhasilan akhir efektivitas suatu organisasi.

Berkaitan dengan obyek penelitian didapat hasil bahwa ciri organisasi
yang ada saat ini pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah Kabupaten Simeulue tidak menggambarkan suatu prinsip organisasi yang
miskin struktur tapi kaya fungst, struktur organisasi yang besar bila dibandingkan
dengan fungsi yang ada, akan mengakibatkan rentang kendali yang panjang dan
menambah hirarchi, selain itu banyak pejabat struktural yang tidak mempunyai
fungsi dalam artian tugas-tugasnya hanya insidentil saja. hal ini sedikit banyak
sangat mempengaruhi tingkat efektivitas organisasi itu, disamping juga akan
mempengaruhi ketidak puasan pekerja yang lain yang mempunyai pekerjaan yang
banyak dan rutin, sebab hal ini berkaitan dengan jumlah insentif yang diterima.
yakni jumlahnya sama berdasarkan jabatan yang diembannya bukan atas prestasi
atau pekerjaannya. Begitu pula halnya dengan ciri lingkungan yang ada dimana
tingkat pendidikan masyarakat masih rendah yakni sebagian besar adalah tidak
tamat sekolah dasar dan tingkat pendapatan masyarakat juga rendah. sedangkan
faktor internal terlihat bahwa penempatan pegawai belum sesuai dengan tingkat
pendidikan formal dan pendidikan tekhnis yang dipersyaratkan bagi organisasi
seperti Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuvangan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Simeulue.

Kesemua ini sangat mempengaruhi tingkat efektivitas organisasi Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue
itu sendiri, namun demikian faktor yang paling penting adalah kebijakan dan

praktik manajemen. Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
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Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue Kkebijakan-kebijakan dan sistem
pengambilan keputusan masih bersifat sentralistis, semua tergantung pimpinan.
seharusnya sebagai organisasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat
harus dapat mendelegasikan sebagian urusan kepada staf pimpinan menengahnya
sehingga prosedur pelayanan dan pengambilan kebijakan menjadi lancar.
Kesemua ini secara bersama-sama sangat mempengaruhi efektivitas organisasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten
Simeulue itu sendiri karena Ciri organisasi yang ada berupa struktur organisasinya
cukup besar dan organisasi itu sendiri tanpa didukung oleh staf yang memiliki
pendidikan formal maupun pendidikan tekhnis yang memadai, selain itu
penggunaan tekhnologi berupa komputer penggunaannya baru sebatas hanya
untuk memperlancar pengetikan saja, disamping itu ciri lingkungan yang ada
dimana organisasi itu berada tidak mendukung dan kondisi ini tidak mampu
direspon oleh organisasi itu karena kemampuan stafnya vang tidak mendukung
dalam membuat perencanaan-perencanaan dan akhirnya semua ini tergantung dari
kebijakan dan praktik manajemen yang juga tidak mendukung terciptanya
efektivitas organisasi itu.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan diantara
keempat variabel tersebut, satu dengan lainnya saling terkait, hal ini terlihat
secara jelas bahwa efektivitas organisasi tidak akan terwujud bila tidak didukung
oleh ciri organisasi yang baik. ciri lingkungan yang kondusif, ciri pekerja.
kebijakan dan praktik manajemen yang modern. apabila salah satu dari variabel
itu ada yang tidak mendukung terciptanya efektivitas organisasi maka dapat

dipastikan efektivitas organisasi secara optimal tidak akan terwujud.
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2. Pengukuran Efektifitas Organisasi

Suatu organisasi dikatakan efektif bila organisasi itu dapat mencapai
tujuannya secara optimal, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan
mampu memberikan kepuasan kerja kepada para pekerjanya. Didalam mencapai
tujuannya dari suatu organisasi harus dapat dilihat bagaimana proses
pencapiannya. Apabila dalam proses pencapaiannya telah mampu memantaatkan
sumberdaya yang ada, baik berupa tenaga kerja, potensi sumberdaya yang
senyatanya, organisasi itu belum dapat dikatakan telah dapat mencapai
efektivitasnya secara optimal, karena suatu organisasi itu baru dapat dikatakan
efektivitas organisasinya tercapai secara keseluruhan apabila organisasi itu
mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan internal
maupun lingkungan eksternal. Kemampuan menyesuaikan diri ini akan
berpengaruh pada tingkat pencapaian tujuan organisasi secara optimal, sebab bila
suatu organisasi tidak mampu menyesuaikan diri baik dengan perubahan eksternal
berupa perubahan politik (perubahan kebijakan) perubahan ekonomi. sosial
masyarakat maupun tekhnologi, begitu pula halnya dengan kondisi internal dari
organisasi itu, yang tanggap dan segera merespon setiap perubahan yang terjadi
diluar organisasi, karena bila organisasi itu tidak mampu merespon setiap
perubahan yang terjadi dengan menyusuaikan diri maka hal ini akan berpengaruh
pada tingkat produktivitas organisasi itu dan bila tingkat produktivitas organisasi
ini tidak tercapai maka dapat dipastikan organisasi itu tidak akan exist dan tidak
mampu melanjutkan kegiatannya. Disamping hal tersebut faktor yang sangat

menentukan efektivitas suatu organisasi itu adalah kepuasan para pekerjanya
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apabila suatu organisasi yang didukung oleh para pekerja yang tingkat
kepuasannya terhadap pekerjaannya rendah yang dikarenakan oleh lingkungan
kerjanya yang tidak mendukung. sistem pembagian kerja yang tidak proporsional
dan sistem pembagian insentif yang dirasa tidak adil serta kurangnya motivasi dari
pimpinan maka dapatlah dipastikan organisasi itu tidak akan efektif. sebab
organisasi itu tidak akan mampu mencapai tujuan organisasi secara optimal,
begitu pula halnya organisasi tersebut tidak akan mampu merespon setiap
perubahan lingkungan yang terjadi.

Berkaitan dengan obyek penelitian maka dapat digambarkan bahwa
organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Simeulue belum dapat dikatakan efektif sebab organisasi ini belum
dapat mencapai tujuannya secara optimal karena dalam proses pencapaian
tujuannya terutama dalam penetapan target pajak dan retribusi daerah tidak
didasarkan pada potensi riil yang senyatanya, atau belum dapat memanfaatkan
sumberdaya yang senyatanya, selain dari itu kemampuan menyesuaikan diri masih
rendah, hal ini dilihat dari belum mampunya merespon setiap perubahan vang
terjadi. baik perubahan politik (kebijakan). ekonomi, sosial masyarakat dan
perkembangan tekhnologi ditambah lagi kesemua faktor ini tidak didukung oleh
kepuasan para pegawai, dari hasil penelitian ditemukan bahwa para pegawai
masih belum merasa puas dengan sistem pembagian insentif yang ada saat ini
karena pembagiannya tidak didasarkan atas proporsi pekerjaan yang diembannya
disamping itu juga kurangnya motivasi pimpinan. Dari uraian tersebut dapatlah
diketahui bahwa efektivitas suatu organisasi sangatlah diperlukan untuk

mengetahui bahwa suatu organisasi itu telah melaksanakan fungsinya secara
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optimal atau belum, dan juga akan dapat diketahui bahwa organisasi itu masih
exist apa tidak. Bagi organisasi seperti Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue sangatlah penting artinva untuk
mengetahui tingkat efektivitas organisasi, apalagi diera otonomi saat ini. hal ini
berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah guna pembiayaan anggaran
pembangunan daerah. Untuk itulah maka dilakukan pengukuran sampai sejauh
mana tingkat efektivitas dari organisasi Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan
dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue sebagai berikut :

a. Kemampuan Menyesuaikan Diri

Organisasi harus dapat mempertahankan keberadaannya rexist) dan
dapat berfungsi (functional). Ini merupakan dasar pertama bagi organisasi. Karena
zaman selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangannya, maka sebagai dasar
kedua. organisasi harus dapat berkembang (develop) kearah kemajuan. Hal ini
menunjukkan bahwa organisasi harus mampu bertahan hidup dalam lingkungan
yang selalu berubah-ubah. Karena itulah maka daya tanggap organisasi dalam
merespon setiap perubahan lingkungan yang terjadi baik yang datang dari luar
lingkungan organisasi maupun dari dalam organisasi sangat diperlukan.

Meningkatnya perhatian akan pentingnya peranan faktor lingkungan
tersebut didukung pula oleh berkembangnya pandangan bahwa organisasi
merupakan suatu system yang terbuka. Sebagai system yang terbuka. setiap
organisasi mendapat masukan berupa informasi perkembangan tekhnologi. arah
perkembangan ekonomi dan politik. Organisasi juga memberikan keluaran untuk
kepentingan lingkungannya baik berupa barang ataupun jasa. Terhadap keluaran

tersebut, organisasi harus memberikan perhatian karena akan memberikan akibat
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langsung bagi kegiatan evaluasi organisasi tersebut. Oleh karena itulah diperlukan
keluwesan yang tinggi guna mengantisipasi segala perubahan lingkungan
eksternal yang terjadi. agar supaya organisasi itu tetap exist.

Organisasi sering mengalami kesulitan didalam menghadapi perubahan vang
terjadi, hal ini nampaknya disebabkan oleh budaya (culrur) vang sudah melekat dan
adanya kehawatiran untuk melakukan perubahan-perubahan yang nantinya tidak
mempunyai pengaruh terhadap prestasi suatu organisasi. Hal ini juga tidak terlepas dari
struktur yang sentralistis. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah Kabupaten Simeulue. sebagai aparat pemungut pendapatan daerah, khususnya
terhadap pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB), Retribusi dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. dituntut
untuk selalu tanggap terhadap perubahan lingkungan yang terjadi, baik dilingkungan
internalnya maupun terhadap lingkungan eksternal. Apabila organisasi ini tidak tanggap
dan mampu merespon perubahan lingkungan yang terjadi, maka organisasi ini tidak akan
survive didalam meningkatkan pendapatan asli daerah  dan sudah barang tentu
penerimaan asli daerah tidak akan meningkat, yang akhirnya berdampak pada daerah
yang akan selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue. bahwa organisasi ini
masih belum tanggap dalam merespon perubahan-perubahan lingkungan vang
terjadi. Kondisi politik yang tidak menentu berdampak pada krisis ekonomi yang
mengganggu kehidupan sosial masyarakat, disatu sisi perkembangan tekhnologi
begitu pesat. Perubahan-perubahan ini tidak dapat direspon oleh Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten dengan

cepat yakni dengan membuat program-program baik jangka menengah maupun
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jangka panjang serta langkah-langkah strategis lainnya sehingga organisasi tetap
exist dan berfungsi dengan baik. Hal ini dapat dilihat bahwa selama ini Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten hanya
berorientasi pada program jangka pendek saja yakni hanya mengejar pencapaian
target yang telah ditetapkan setiap tahunnya, sedangkan program jangka
menengah maupun jangka panjang hingga saat ini belum ada.

Disamping hal tersebut diatas, terlihat juga bahwa system pengolahan
data wajib pajak dan retribusi masih dilakukan secara manual. Sedangkan disatu
pihak diera globalisasi ini dituntut adanya pelayanan yang cepat, tepat dan
tersedianya data wajib pajak dan retribusi yang valid dan actual, agar organisasi
itu cepat merespon perubahan-perubahan yang terjadi sehingga Dinas Pendapatan.
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue tetap exist.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan bahwa :

Hingga saat ini Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue belum memiliki program
jangka menengah maupun jangka panjang. Selama ini Dipenda hanya
berorientasi pada pencapaian target semata, untuk peningkatan
pelayanan di samsat saja kita baru mencoba menggunakan komputer
pada samsat Ampenan dan inipun belum berjalan sebagaimana yang
diharapkan™.

Kondisi politik didaerah sedikit banyak dipengaruhi oleh kondisi
politik dipusat dan biasanya perubahan politik vang terjadi akan dibarengi dengan
adanya perubahan kebijakan. Hal ini terlihat berdasarkan Undang-undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan restribusi Daerah terdapat 11 jenis Pajak
kabupaten/kota.

Lemahnya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan

cksternal terutama sekali dalam penggunaan tekhnologi terlihat dari system
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pelayanan pada unit pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor yang masih menggunakan system manual atau belum
menggunakan system komputerisasi. walaupun saat ini sedang dipersiapkan untuk
membentuk  kantor pelayanan pajak dan retribusi daerah  ditiap-tiap
kabupaten/kota, yang dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat akan tetapi bila system pelayanannya masih system manual. maka
organisasi belum efektif dalam system pelayanan, sehingga akan berpengaruh
pada efektivitas organisasi itu sendiri.Seharusnyva Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue sudah merencanakan
sistem pelayanan kepada masyarakat yang sistimatis umpamanya bekerjasama
dengan Bank Pemerintah agar sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa
melalui sistem smart card atau dengan kartu ATM, atau paling tidak sistem yang
ada saat ini bisa dipangkas dengan menyederhanakan persyaratan administrasi
yang tidak perlu, seperti untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak perlu
lagi dimintai poto copy KTP, STNK.BPKB dan Gosok mesin. persyaratan ini
cukup diberlakukan bagi kendaraan baru, kendaraan yang akan balik nama dan
kendaraan yang akan dimutasi keluar daerah. Akan tetapi hal ini nampaknya
belum bisa dilaksanakan, sebagaimana yang diungkapkan ofeh informan bahwa :
* Sampai saat ini kita belum berpikir kearah sana. untuk menggunakan
sistem ATM untuk pembayaran PKB. sedangkan untuk memangkas
persyaratan dalam pembayaran PKB, pada prinsipnya kita ingin
melaksanakannya, akan tetapi bagi kita disini nampaknya pihak
kepolisian agak keberatan dengan hal tersebut padahal dibeberapa
propinsi sudah ada yang menerapkan sistem itu dan kita sudah
melakukan study banding bersama-sama dengan pihak Kkepolisian

kedaerah tersebut.”

Sebagaimana yang diperoleh pada saat penelitian. bahwa perkembangan

jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Dinas Pendapatan. Pengelolaan
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Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue setiap tahunnya terus
meningkat.
Tabel 4.5

Perkembangan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor
Selama 5 Tahun Anggaran 2010/2011 S/D 2014/2015

Jenis Kendaraan - Pertumbuhan

Tahun © ‘ (%)

201072011 125 25 1.25 0.25

]

2 201172012 133 33 1.33 0.33
3 201272013 143 45 .43 0.45
4 201372014 149 49 1.49 0.49
5 2014/2015 160 70 1.6 0.7

Rata-Rata Pertumbuhan

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Simeulue,Tahun 2015.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan obyek pajak
kendaraan bermotor di Kabupaten Simeuleu. untuk roda 2 rata-rat 7.1% pertahun
dan roda 4 sebesar 2.22 %.

Begitu pula halnya dengan kondisi sosial masyarakat di Kabupaten
Simeulue. Faktor sosial ekonomi masyarakat akan sangat mempengaruhi
efektivitas organisasi itu sendiri, karena obyek dan subyek pajak dan retribusi
daerah adalah masyarakat. Kondisi sosial masyarakat Kabupaten Simeulue
berdasarkan pendidikan formal sebagian besar yakni 25. % belum atau tidak tamat
sekolah dasar dan 30 % tamat sekolah dasar. Melihat kondisi yang demikian ini
seharusnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Simeulue tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat tersebut. dengan
mengambil langkah-langkah strategis umpamanya dengan melakukan penyuluhan

hukum tentang peraturan daerah bidang perpajakan kepada masyarakat. tetapi hal
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ini tidak dilakukan sebagaimana yang didapat dari hasil wawancara dengan
informan bahwa :

* Beberapa tahun yang lalu memang pernah ada penyuluhan hukum

tentang peraturan daerah kepada masyarakat yang dilaksanakan di
kantor tiap-tiap kecamatan kabupaten Simeulue, akan tetapi tiga tahun
terahir ini sudah tidak dilaksanakan lagi™.

Berdasarkan gambaran tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue,
kemampuannya dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya masih rendah
dan mempengaruhi produktivitas organisasi yang pada ahirnya akan berpengaruh
pada efektivitas organisasi.

b. Produktivitas

Untuk menilai apakah suatu organisasi efektif atau tidak. secara
keseluruhan ditentukan oleh apakah tujuan organisasi itu tercapai dengan baik
atau sebaliknya, akan tetapi dalam kenyataan sangatlah sulit melihat efektivitas
organisasi dengan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Hal ini
disebabkan selain karena selalu ada penyesuaian dalam target yang akan dicapai.
juga dalam proses pencapaiannya seringkali ada tekanan dari keadaan sekeliling.
selain itu proses penetapan target yang tidak didasarkan atas potensi yang

sebenarnya. Kenyataan tersebut selanjutnya menyebabkan bahwa jarang sekali

target dapat tercapai secara keseluruhan.
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Tabel 4.6
Produktivitas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Simeulue
Tahun Anggaran 2010/2011 S/D 2014/2015
(Dalam %)

| \ ) 1 ANnooars Rata
PAD 11-Oct | 12-Nov | 13-Dec | 13/14 | 14/15

] Kontribusi

PKB

terhadap 10% 10% 20% 23% 25% 25%
PAD.

Kontribusi
Retribusi
terhadap 10% 10% 20% 23% 25% 25%

PAD.

Rata-rata
kontribusi
PKB dan
BBNKB 10% 10% 20% 23% 25% 25%
terhadap
PAD

2 Realisasi
PKB 10% 10% 20% 23% 25% | 25%

Realisasi
BBNKB 10% 10% 20% 23% 25% | 25%

Rata — Rata
realisasi

PKB dan 0 0 0 o 0 g0
BBNKB 10% 10% 20% 23% 25% | 25%

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Simeulue.Tahun 2015.

Rendahnya produktivitas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue. dapat dilihat pada kontribusi pajak daerah

yang dipungut oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

Daerah Kabupaten terhadap pendapatan asli daerah, rata-rata 25 % dalam lima
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tahun terakhir, walaupun produktivitas pencapaian target penerimaan pajak
kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor rata-rata tclah
terlampaui dari target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. akan tetapi tidak
terlihat berapa potensi pajak yang senyatanva. Hal ini dikarenakan cara
penyusunan target setiap tahunnya tidak didasarkan atas data potensi yang valid.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, didapat hasil bahwa tidak

tersusunnya target sesuai potensi yang sebenarnya dikarenakan Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue, sampai saat
ini belum memiliki data base yang akurat dikarenakan pengelolaannya masih
secara manual,belum pernah dilakukannya penghitungan potensi pajak daerah dan
retribusi daerah, serta belum pernah dilakukannya klasifikasi kendaraan yang
menunggak sehingga tidak dapat diketahui berapa potensi yang sebenarnva. Hal
ini terungkap dari hasil wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa :

* Tidak akuratnya data potensi pajak dan retribusi daerah terutama
sekali untuk data potensi wajib pajak kendaraan bermotor disebabkan
belum pernah dilakukannya pendataan dan spesifikasi kendaraan
menurut tahunnya. Saat ini kita baru mulai menyusun data base,
inipun kita masih ada kendala dalam pengolahan data Kkarena
terbatasnya tenaga yang mampu mengoperasikan komputer, akibatnya
pengerjaannya menjadi lama”.

Disamping itu selama ini dalam penetapan target Pendapatan Asli

Daerah dengan komponen-komponennya oleh Dinas Pendapatan. Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue, hanyalah didasarkan atas
sejarah pengalaman tahun-tahun sebelumnya. atau kebiasaan yang sering
didasarkan atas sluit post sistem yang besarnya berkisar antara 10 % sampai 15 %

dari realisasi tahun lalu dan atas kesepakatan dengan pihak legislatif. Selain itu

juga dengan memperhatikan fluktuasi target dan realisasi tahun-tahun
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sebelumnya, sehingga dapat diketahui dengan pasti bahwa target tersebut akan
dapat dicapai bahkan melebihi.

Tabel 4.7
Target, Realisasi dan Pertumbuhan PAD
Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten
Simeulue dari sektor PKB dan BBNKB
Tahun Anggaran 2010/2011 S/D 2014/2015
(Dalam Ribuan)

~ Tahun Target Realisasi ' Pertumbuhan  Prosentase
. Realisasi

v,

- Anggaran "(Rp) ‘(Rp) Tdari T (%) rangan
4 ) , (%)
112010/2011 100 60 60
3.245.467.561 1.907.967.000
212011/2012 100 65 63 T=Targel
5.052.028.000 4.087.234.657
312012/2013 100 73 73
6.354.690,009 5.098.234.980
41201372014 100 82 82 | R=Realisasi
8.684.245.567 6.141.003.873
512014/2015 100 90 90
10.345.279.244 | 9.763.908.846
Rata — rata 90
33,681,710,381 | 26,998,349,356 | 100 90

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Simeulue.Tahun 2015.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue dalam penetapan target
didasarkan atas realisasi tahun sebelumnya. dan ini terus dilakukan setiap
tahunnya atas dasar pengalaman-pengalaman masa lalu. tanpa berani melakukan
penghitungan potensi yang sebenarnya dari obyek pajak. Sehingga dalam
pelaksanaannya, unit pelaksana tekhnis hanya mengejar target-target yang telah
ditetapkan saja. Oleh sebab itulah kita melihat bahwa realisasi penerimaan dari

pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor selalu
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melampui terget yang telah ditetapkan yakni selalu diatas 100 persen.
Sebagaimana yang terjadi pada tahun 2010/2011 mencapai 60%, pada tahun
201172012 sebesar dan pada tahun 2012/2013 mencapai 73 % serta pada tahun
2013/2014 mencapai 82 %, sedangkan pada tahun 2014/2015 mencapai 90 %.

Bila hal ini dilihat dari produktivitas yang merupakan kemampuan dari
suatu organisasi untuk memanfaatkan secara efisien sumberdaya yang dimilikinya
untuk menghasilkan nilai ekonomis yakni penerimaan pendapatan asli dacrah
yang besar guna mendukung pembiayaan pengeluaran daerah, maka produktivitas
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten
Simeulue masih belum optimal. Hal ini nampaknya dipengaruhi oleh kemampuan
manajemen, kemajuan tekhnologi dan struktur yang efisien.

Penggunaan tekhnologi, manajemen dan struktur yang efisien harus
dilakukan secara bertahap dimana ada proses perencanaan, perumusan dan
pemantauan dalam setiap perubahan, selain itu sumberdaya yang ada harus
dimanfaatkan secara efisien agar peningkatan kekuatan internal dapat mengarah
kepada pencapaian hasil ahir yang optimal.

Tabel 4.8
Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun Anggaran 2010/2011 S/D 2014/2015
'Roda 2 " Roda 4 Jumlah

Peningkatan

No . Tahun
o (%) .

1098365

11201072011 98365 1196730 972
21 2011/2012 2097558 197558 2295116 191.8
312012/2013 4907868 297558 5205426 226.8
41201372014 3297097 397558 3694655 71.0
51201472015 2907649 1907649 4815298 130.3
Rata — rata peningkatan tunggakan 143.4
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Kabupaten Simeulue. Tahun 2015.
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Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa jumlah tunggakan dari
tahun ke tahun terus meningkat, rata-rata peningkatan setiap tahunnya sebesar
143.3 persen. Tingginya angka tunggakan, mengakibatkan penerimaan dari pajak
daerah menjadi kecil. ini berarti kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli
daerah menjadi rendah. Indikasi ini menandakan bahwa produktivitas dari Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue
belum optimal. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa produktivitas Dinas
Pendapatan Daerah masih belum optimal disebabkan oleh sistem penetapan target
yang tidak didasarkan atas data obyek pajak yang senyatanya dan masih tingginya
angka tunggakan wajib pajak. Hal ini berpengaruh langsung pada efektivitas
organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Simeulue.

c. Kepuasan Kerja

Kepuasan Kerja didefinisikan sebagai perasaan senang dari para anggota
organisasi dengan diakuinya hasil kerja mereka sebagai bagian dari anggota
organisasi. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana para karyawan termotivasi untuk
berprestasi.

Kepuasan kerja menjadi sangat penting didalam suatu organisasi, karena
bila tiap anggota organisasi secara terkoordinasi melakukan tugas dan
pekerjaannya masing-masing dengan baik dan mereka merasakan Kepuasan
didalam bekerja, maka efektivitas organisasi secara keseluruhan akan timbul.
Untuk pengukuran kepuasan kerja dilakukan dengan melihat sistim pembagian

insentif atau vang perangsang yang diberikan kepada pegawai pada instansi yang
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mengelola pendapatan asli daerah dan unit-unit kerja terkait. ada atau tidaknya
prestasi kerja karyawan.

Berdasarkan hasil observasi langsung pada Dinas Pendapatan. Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue dan hasil wawancara
menunjukkan bahwa sistem pembagian insentif atau uang perangsang yang
diberikan baik kepada pegawai negeri maupun pegawai honorer diberikan setiap
bulannya, yang besarnya disesuaikan dengan jabatannya. tidak didasarkan atas
volume pekerjaan yang diembannya. sehingga menimbulkan ketidak puasan para
pegawai yang mempunyai beban pekerjaan yang banyak. Ketidak puasan terhadap
system pembagian insentif ini menjadikan para karyawan tidak termotivasi untuk
bekerja, karena merasa hasil kerjanya tidak mendapat penghargaan. sehingga
banyak para karyawan tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat pada
waktunya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang di wawancarai dan
pengamatan langsung. Terkesan bahwa informan merasa tidak puas dengan
pembagian insentif yang tidak sesuai dengan proporsi kerja yang diembannya.
sebab ada beberapa seksi maupun staf yang tidak mempunyai pekerjaan sama
sekali, dalam arti pekerjaannya hanya bersifat insidentil saja, mendapatkan
insentif yang sama. Karena itulah seringkali seksi dan staf-staf yang semula
volume pekerjaannya banyak dan bersifat rutinitas yang harus selesai setiap
harinya, menjadi apatis, masa bodoh bahkan pekerjaannya tidak diselesaikan tepat
pada waktunya.

Berikut ini informasi dari salah satu kepala Sub Dinas yang mengatakan

“Kami beserta staf pada sub dinas ini merasa kurang puas dengan
sistem pembagian insentif yang kami dapatkan. bila dibandingkan
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dengan volume pekerjaan yang kami kerjakan. coba anda bayangkan
insentif yang kami terima setiap bulan adalah sama untuk semua sesui
dengan jabatannya,sementara ada beberapa seksi yang boleh dibilang
tidak mempunyai pekerjaan,karena sifat pekerjaannya insidentil. tapi
memperoleh insentif yang sama, walaupun setiap bulannya kami
mendapat tambahan sebesar Rp 50.000,-dari yang lain, akan tetapi
jumlah tambahannya tidak sebanding dengan pekerjaannya™.

Dari hasil wawancara dan pengamatan terkesan bahwa selama ini
pimpinan kurang memberikan motivasi kepada para pekerja. agar supava para
pekerja merasa dihargai hasil kerjanya, memang diakui oleh beberapa kasubdin
dan beberapa seksi serta staf bahwa pimpinan selama ini kurang memberikan
motivasi kepada para pekerjanya sehingga akibatnya para pekerja menjadi apatis.
karena para pekerja tidak semata-mata mengharapkan insentif saja. akan tetapi
juga mengharapkan pengakuan dari pimpinan atas hasil pekerjaannya. Ketidak
puasan pegawai selain dari sistim pembagian insentif juga dari sistim penilaian
prestasi kerja. Dimana berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan didapat kesan
bahwa pegawai yang mempunyai kinerja yang tinggi tidak pernah diberikan
penghargaan maupun pengakuan atas prestasi kerjanya. hal ini nampak dari
kurangnya upaya dari pimpinan untuk mengikut sertakan stafnya yang berprestasi
mengikuti pendidikan tekhnis maupun fungsional, kecuali atas usaha dari pegawai
itu sendiri, disamping itu juga untuk mempromosikan pegawai yang berprestasi
nampaknya masih kurang, hal ini mengakibatkan pegawai tersebut menjadi apatis
dan lamban dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, karena kurang termotivasi
untuk menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu, sebab pegawai tersebut
beranggapan bahwa rajin atau malas penghargaannya sama, kondisi ini

mengakibatkan kebutuhan akan berprestasi (n Ach) bagi pegawai berkurang dan

hal ini berpengaruh pada produktivitas organisasi.
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Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan kerja

pegawai Dinas Pendapatan Daerah rendah, hal ini disebabkan oleh sistim
pembagian insentif yang diberikan setiap bulan tidak didasarkan atas volume
pekerjaan yang ada pada masing-masing subdinas, seksi dan staf serta kurangnya
motivasi dan penghargaan dari pimpinan atas prestasi pekerjaan yang dicapai oleh
para pegawai. Hal ini akan berpengaruh langsung terhadap produktivitas
organisasi yang akhirnya akan berdampak pada efektivitas organisasi Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Organisasi
a. Ciri Organisasi

Fungsi setiap organisasi berbeda tergantung dari tujuannya dan
lingkungannya dimana organisasi itu exist. Ciri-ciri dari suatu organisasi dapat
dijefaskan dengan 3 unsur yakni, struktur, tehnologi, dan budaya. Struktur
organisasi yang efektif akan membentuk tingkat koordinasi dan motivasi yang
efisien sehingga mekanisme kerja dapat mencapai hasil akhir yang lebih optimal.
Penerapan nilai-nilai yang konstruktif akan membentuk watak dan perilaku kerja
vang ulet sehingga mekanisme kerja dapat mengarahkan kepada pengembangan
kemampuan organisasi. Sedangkan kemajuan tekhnologi dapat meningkatkan
produktivitas sehingga pelayanan yang efisien dapat dioptimalkan.

Struktur merupakan cara yang selaras dalam menempatkan manusia
sebagai bagian organisasi pada suatu hubungan yang relatif tetap, yang sangat
menentukan pola-pola interaksi koordinasi dan tingkah laku yang berorientasi
pada tugas. Struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue, yang ada saat ini adalah berdasarkan
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Peraturan Daerah atau Qanun 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas
Qanun Kabupaten Simeulue Nomor (07 Tahun 2007 tentang Sususnan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simeulue.

Secara organisasi Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue melaksanakan fungsi scbagai aparat
pemungut pendapatan daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor, bea balik
nama kendaraan bermotor, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugasnya. penggunaan tekhnologi seperti
komputer sangat diperlukan untuk menunjang efektivitas dari organisasi tersebut.

Tekhnologi seperti komputer pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue sudah tersedia dan sudah
berjalan, akan tetapi tidak memakai sistem on line, hanya penggunaan komputer
untuk mempermudah pengetikan, Penggunaan komputer dengan system on-line
sebenarnya sangat diperlukan oleh organisasi seperti Dinas Pendapatan.
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue. yang
mempunyai unit pelaksana tehnis (SAMSAT). agar dapat dipantau penerimaan
setiap harinya, disamping itu juga untuk mempermudah pelayanan Kkepada
masyarakat pada setiap UPT dan mencegah terjadinya penyimpangan. akan tetapi
tentunya akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan sumberdaya manusia
yang terdidik untuk mengoperasikannya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa struktur
organisasi yang ada saat ini kurang efektif, sehingga akan mempengaruhi tingkat
efektivitas dari organisasi itu, begitu juga halnya dengan penggunaan tekhnologi
yang belum difungsikan secara maksimal. untuk menunjang pelaksanaan tugas

dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.
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b. Ciri Lingkungan
Segala perubahan yang terjadi didalam suatu lingkungan akan
mempengaruhi tingkat efektivitas suatu organisasi. Meningkatnya perhatian akan
pentingnya peranan faktor lingkungan tersebut didukung pula oleh
berkembangnya pandangan bahwa organisasi merupakan suatu system yang
terbuka. Sebagai system yang terbuka setiap organisasi mendapat masukan rinput)
dari lingkungannya. baik berupa informasi, perkembangan tekhnologi. arah
perkembangan ekonomi dan politik, pergeseran system nilai klien dan konsumen.
dan sebagainya. Organisasi juga memberikan keluaran (owr put) untuk
kepentingan lingkungannya, baik berupa barang ataupun jasa. Lingkungan ini
menyangkut lingkungan intern dan lingkungan ekstern. Lingkungan interen
diartikan sebagai faktor-faktor didalam organisasi yang menciptakan iklim
cultural dan sosial tempat berlangsungnya kegiatan kearah tujuan. sedangkan
lingkungan eksteren adalah kekuatan yang timbul diluar batas-batas organisasi.
Dalam mengamati faktor lingkungan interen ini perlu diketahui sifat-sifat
hubungan diantara para karyawan, faktor penting lainnya yang dapat dijadikan
pegangan untuk mengadakan pengukuran terhadap faktor lingkungan interen ini
adalah peranan-peranan yang dilakukan oleh para pegawai organisasi. apakah
peranan-peranan tersebut merupakan peranan yang dibuat oleh individu atau
karena lembaga misalnya ketentuan struktur organisasi.Sedangkan faktor eksteren
yang dapat dijadikan pegangan adalah kondisi sosial masyarakat. keadaan
perekonomian daerah yang dapat dilihat dari PDRB.
Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara, peranan yang dijalankan

oleh para karyawan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
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Daerah Kabupaten Simeulue, belum berjalan dengan baik, karena dalam
pelaksanaan pekerjaan hanya semata berdasar atas petunjuk pimpinan, atas dasar
pengalaman masa lalu atau rutinitas belaka. tanpa ada kecenderungan untuk
melakukan terobosan-terobosan. Hal ini terlihat dalam proses penetapan target
PAD setiap tahunnya yang didasarkan atas realisasi tahun sebelumnya. tidak
didasarkan atas potensi yang sebenarnya dari obyek pajak dan retribusi daerah.
Disamping itu juga pegawai yang ditugasi pada unit pelaksana tehnis (samsat)
hanya orang-orang yang dekat dengan pimpinan saja, baik itu pimpinan puncak
maupun pimpinan menengah. walaupun pegawai tersebut telah melakukan
penyimpangan pada samsat akan tetapi karena dekat dengan pimpinan. pegawai
tersebut tidak diberikan sangsi ataupun ditarik kekantor induk, kondisi semacam
ini menimbulkan rasa iri diantara sesama pegawai dan mengakibatkan hubungan
vang kurang harmonis diantara para pekerja. Hal ini sebagaimana yang diungkap
oleh informan bahwa :

" Ada beberapa kasus disamsat dimana pegawai tersebut benar-benar
telah melakukan penyimpangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP
tapi tidak diberi sangsi yang sesuai dengan kesalahannya malahan
dipindah kesamsat yang lebih baik™.

Fungsi pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan. Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue adalah menyelenggarakan
pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah antara lain berupa pajak
kendaraan bermotor, yang dilakukan melalui unit pelaksana tehnis (UPT) yakni
dengan sistem administrasi satu atap (SAMSAT), untuk memberi kemudahan
kepada para wajib pajak, yang akan membayar pajak kendaraan bermotor maupun
bea balik nama kendaraan bermotornya, akan tetapi dalam praktiknya justeru

sebaliknya, karena staf yang ditempatkan disana tingkat pendidikan dan
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keterampilan tehnisnya relatif rendah, sehingga mereka tidak memiliki jiwa
pamong praja yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyvarakat wajib
pajak. Selain itu kondisi yang ada dilingkungan intern organisasi adalah
banyaknya pegawai terutama yang pernah bertugas disamsat setelah ditarik
kekantor induk maupun kantor cabang kebanyakan menjadi perantara (calo)
dalam pengurusan surat kendaraan bermotor. Hal ini tentunya sangat mengganggu
aktivitas pekerjaannya sehari-hari. Kondisi ini apabila dibiarkan terus maka akan
sangat mempengaruhi produktivitas organisasi itu yang tentunya akan berdampak
pada efektivitas organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat. faktor sosial ekonomi masyarakat
akan mempengaruhi efektivitas organisasi, karena objek dan subjek pajak serta
retribusi adalah masyarakat. Kondisi sosial masyarakat dapat dilihat dari tingkat
pendidikan formal yang dimiliki. Adapun kondisi sosial berdasarkan pendidikan
dapat dilihat yakni sebesar [4 % belum atau tidak pernah sekolah, 25 %
tidak/belum tamat SD, 23 % tamat SD, 16 % tamat SLTP, 18 % tamatan SLTA.
dan 1 % tamatan Diploma I-1[l. Kondisi seperti ini menggambarkan bahwa
kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Simeulue masih rendah. Kondisi ini
akan mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat akan pentingnya membayar
pajak dan retribusi. Dengan tingkat pendidikan yang memadai. masyarakat
diasumsikan dapat mengerti akan pentingnya pajak dan retribusi sehingga mau
membayar kewajiban tersebut. Kejujuran dan kesadaran untuk membayar pajak
dan retribusi daerah sangat diperlukan bagi organisasi seperti Dinas Pendapatan.

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue. Untuk kedua
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hal tersebut dibutuhkan masyarakat yang berpendidikan formal yang memadai
sehingga mengerti dan sadar akan pentingnya pajak dan retribusi daerah.

Untuk faktor ekonomi dimaksudkan adalah keadaan perekonomian
daerah. Kondisi perekonomian daerah dapat dilihat pada Produk Domistik
Regional Bruto, PDRB ini dapat mencerminkan banyaknya wajib pajak dan
retribusi, karena antara keduannya mempunyai hubungan yang sangat erat.
Semakin baik kondisi perekonomian, maka semakin potensial objek dan subjek
dari pajak dan retribusi.

Adapun struktur PDRB Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue dapat dilihat bahwa sektor pertanian
masih merupakan leading sektor dalam pembentukan PDRB Kabupaten Simeulue,
karena memberikan kontribusi rata-rata sebesar 30 % pada tahun 2010. disusul
kemudian sektor jasa-jasa sebesar 25 %, kemudian sektor perdagangan hotel dan
restoran sebesar 80 %. Sedangkan kontribusi selama 4 tahun (2010/2014) rata-rata
sebesar 60 % dan 78 % untuk sektor jasa serta 60 % untuk sektor perdagangan.
hotel dan restoran. Hal ini menggambarkan bahwa sektor lain di Kabupaten
Simeulue belum berkembang dengan pesat. sehingga pilihan masyarakat masih
pada sektor ini.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pengaruh faktor lingkungan
internal dan lingkungan eksternal pada Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan
dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue. dapat disimpulkan bahwa faktor
internal belum berjalan sebagaimana mestinya, peranan staf pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue
adalah atas dasar kepercayaan pimpinan, hal ini nampak pada penempatan staf

yang ditempatkan pada samsat akibatnya menimbulkan rasa iri diantara staf.
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sehingga mempengaruhi efektivitas organisasi itu sendiri. begitu juga halnya
dengan faktor eksternalnya berupa struktur pendidikan masyarakat yang sebagian
besar masih berpendidikan SD. dan tak kalah pentingnya adalah kontribusi PDRB
yang masih didominasi oleh sektor pertanian. Kesemua ini akan berpengaruh pada
produktivitas dan akhirnya berdampak pada efektivitas organisasi Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue
dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang
pendapatan daerah.

¢. Ciri Pekerja

Sumber daya manusia merupakan komponen yang sangat berpengaruh
terhadap keefektifan organisasi. Dalam hal yang satu ini organisasi harus cepat
tanggap untuk mengantisipasinya, sebab kalau tidak, dapat berakibat fatal bagi
organisasi. Pencapaian tujuan suatu organisasi juga dipengaruhi oleh kemampuan
pekerjanya sebab lancar tidaknya hasil akhir yang tercapai tergantung dari
kekuatan sumber daya manusianya. Variabel ini menentukan efektivitas
organisasi, karena pada dasarnya organisasi merupakan kumpulan orang-orang
untuk mencapai tujuan organisasi. dan variabel ini selalu ada pada setiap
organisasi. Mereka membuat tujuan-tujuan, inovasi dan mencapai tujuan-tujuan
organisasi.

Ciri pegawai didefinisikan sebagai kemantapan kerja dan perasaan
keterikatan pegawai terhadap tugas dan unit kerjanya untuk kemudian
menunjukkan prestasi, variabel ini menentukan efektivitas organisasi karena pada
dasarnya organisasi merupakan kumpulan orang-orang untuk mencapai tujuan

organisasi.
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Keterikatan pegawai terhadap organisasi bukan didasarkan pada
keinginan berprestasi akan tetapi faktor lain yaitu masalah penerimaan sampingan
selain dari gaji. Motivasi pegawai ini sangat menghambat pencapaian tujuan
organisasi karena bukannya berusaha mencari terobosan untuk penerimaan tetapi
hanya berusaha mencapai target saja. Hal ini terungkap dari hasil pengamatan dan
wawancara terhadap pegawai yang telah lama bekerja pada Dinas Pendapatan
Daerah, walaupun tidak secara langsung mengungkapkan hal tersebut. namun
tersirat pada saat wawancara.

Kesepakatan para pegawai terhadap tujuan organisasi akan mendorong
pegawai untuk meningkatkan prestasinya, karena mereka merasa terlibat dalam
pencapaian tujuan. Keterikatan pegawai terhadap organisasi dapat dilihat dari
lamanya pengabdian para pegawai, mutasi yang terjadi dan penempatan pegawai
berdasarkan tingkat pendidikan.

Berdasarkan data yang dihimpun terlihat bahwa pegawai pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue
telah mengalami banyak mutasi. Selama lima tahun terakhir telah terjadi mutasi
pegawai sebanyak empat kali, pegawai yang dimutasi mulai dari eselon IV sampai
eselon I, mutasi banyak terjadi pada sub.dinas. seksi dan sub.bagian. Mutasi
untuk pejabat struktural adalah merupakan kewenangan Bupati sedangkan mutasi
staf dilingkungan interen Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah Kabupaten Simeulue adalah kewenangan Kepala Dinas. Adapun lamanya
masa pengabdian pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

Daerah Kabupaten Simeulue dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 4.9
Lamanya Pengabdian Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue

MASA .~ JUMLAH:" -

PENGABDIAN

| 0 tahun s/d 2 7

tahun

2 3 tahuns/d 5 13
tahun

3 6 tahun s/d 8 10
tahun

4 < 8 tahun 25

Jumlah 55

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Simeulue. Tahun 2015.

Organisasi yang baik adalah yang memiliki sumber daya manusia yang
berkualitas dalam arti mempunyai pendidikan yang cukup untuk melaksanakan
tugasnya. pendidikan tersebut dapat berupa pendidikan formal maupun
fungsional. Dari hasil penelitian potensi sumber daya manusia pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue.
secara kuantitatif dapat dikatakan cukup akan tetapi secara kualitatif dapat dilihat
pada tingkat pendidikannya yaitu, sebagian besar berpendidikan SLTA. sebanyak
33 orang. atau 68 %. Dari 53 PNS yang ada. Sementara pegawai yang
berpendidikan sarjana sebanyak 20 orang atau 32 %. Sarjana muda 5 orang atau
13 %. Untuk pegawai yang berpendidikan SLTP sebanyak 0 orang atau 0 %. dan
yang berpendidikan SD sebanyak 0 orang atau 0 %. Sehingga semuanya
berjumlah 53 orang.

Jumlah keseluruhan pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue adalah sebanyak 53 orang yang terdiri
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dari 53 orang Pegawai Negeri Sipil dan 2 orang tenaga honorer. Dari jumlah
tersebut sebagian atau kurang lebih 0 bertugas di Unit pelaksana tehnis.

Berdasarkan pengamatan. pemanfaatan staf dan karyawan pada Dinas
Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue
belum optimal, hal ini dapat dilihat pada penempatan staf yang potensial. tidak
ditempatkan pada tempat yang memungkinkan bagi pegawai tersebut untuk
mengembangkan kemampuannya untuk berkarya, sehingga dicapai efektivitas
organisasi, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Keadaan Staf PNS Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue sesuai penempatan
Berdasarkan Pendidikan Formal Keadaan Tahun 2015

SD SLTP SLTA D3/SM Sl

I' | Kepala Dinas - - - - I I
2 | Sekretaris Dinas - - - - | I
3 | Kepala Bidang - - - - 5 5
4 | Kepala Sub Bagian - - - - 3 3
5 | Kepala Seksi - - - - 10 10
6 | Staf Umum - - - - b bl
7 | Staf Bidang - - - - 22 22
Jumlah 53 53

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Simeulue.Tahun 2015.

Dari tabel tersebut diatas terlihat penempatan staf yang potensial yakni
staf yang tamatan S1 ditempatkan pada bagian tata usaha, sedangkan pada bagian-
bagian yang memerlukan staf-staf yang mempunyai kemampuan akademis seperti
pada subdinas bina program. subdinas pajak, subdinas retribusi stafnya

kebanyakan tamatan SLTA. Disamping itu juga penempatan pejabat terlihat
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bahwa dari 18 jabatan kepala seksi/kasub bag yang ada di Dinas Pendapatan

Daerah ternyata hanya 20 orang yang berlatar pendidikan S1 ekonomi. selebihnya

adalah S1 Fisipol, Hukum, Sarjana Muda APDN, bahkan masih ada yang tamatan

SLTA. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10

Keadaan Staf PNS Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue Menurut Jabatan dan
Tingkat Pendidikan Tahun 2015

NO JENIS JABATAN i PENDIDIKAN DIKLAT
FORMAL PENJENJANGAN/TEKNIS
FUNGSIONAL
1 | Kepala Dinas S1 PIM Il
2 | Sekretaris Sl PIM II B
3 | Kepala Bidang Penyusunan S| PIM llI ’
Program, Evaluasi dan ]
Pelaporan 1 ’
4J Kepala Bidang Pendataan T SI PIM 111 ‘i
SjKepala Bidang Anggaran ’ Sl PIM 111
6 F(epala Bidang lnvestasi dan Sl PIM 111
Kekayaan Daerah -
7 ' Kasubbag Umum dan S1 PIM IV B
J Perlengkapan !
SJ Kasubbag Keuangan T S PIM IV
9 | Kasubbag Kepegawaian h S PIM IV
10 | Kasi Dasa dan Informasi Sl PIM IV
11 | Kasi Penyusunan Program Si PIM IV |
12 | Kasi pengembangan PAD S1 PIM IV |
13 | Kasi Penerimaan PAD S1 PIM IV {
14 | Kasi Penerimaan Non PAD Sl PIM IV
15 | Kasi Penyusunan Anggran Sl PIM IV ’
%&“ Kasi Anggaran Pembiayaan S1 PIM [V j
[7 | Kasi Pengendalian Si PIM 1V
Anggaran J
18 | Kasi Verifikasi S| PIM IV |
19 | Kasi Pembukuan Keuangan S1 PIM IV |
20 | Kasi Perbendaharaan Sl PIM IV |
21 | Kasi Penyusunan REncana Sl PIM IV J
Kebutuhan Asset Daerah
22 | Kasi Investasi Daerah S| PIM IV |
23 | Kasi Evaluasi Kekayaan S1 PIM IV ‘J
Daerah |
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Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Simeulue, Tahun 2015.

Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa hingga saat ini belum ada
pegawai yang pernah mengikuti diklat fungsional.Hal ini dikarenakan kesempatan
pegawai untuk mengikuti pendidikan fungsional tidak pernah ada. Sedangkan
pendidikan formal maupun penjenjangan yang diikuti oleh pegawai Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue.
bukan merupakan suatu program yang direncanakan oleh Dinas Pendapatan
Daerah. tapi masing-masing berusaha sendiri-sendiri untuk mengikutinya. Disisi
lain pendidikan penjenjangan maupun formal ini sifatnya masih umum sehingga
belum dapat diharapkan memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan
efektivitas organisasi dan penerimaan pendapatan daerah. Dari hasil wawancara
dengan informan pada saat penelitian diperoleh informasi bahwa :

Pengisian jabatan struktural pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten kita akui memang belum
sesuai dengan pendidikan formal maupun pendidikan tehnis yang
diharapkan. sehingga banyak pejabat struktural pada Dinas ini yang
tidak dapat melaksanakan fungsinya. seandainya mereka kreatif
sebenarnya banyak sekali pekerjaan yang mereka harus perbuat guna
meningkatkan produktivitas organisassi ini, sedangkan untuk Kita
mengirim pegawai untuk mengikuti pendidikan tehnis maupun
penjenjangan kita hanya bisa mengusulkannya saja ke Biro
Kepegawaian dan Diklat, keputusan sepenuhnya berada pada instansi
tersebut™,

Hal lain yang dapat dilihat adalah pegawai pada Dinas Pendapatan.
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue tidak memiliki
kreatifitas serta aktifitasnya tidak terfokus kedepan, bagaimana dinas pendapatan
daerah harus bergerak dari kondisi yang ada saat ini untuk mencapai tujuan.

tentunya mempunyai kaitan erat antara seluruh rumusan kebijaksanaan dan

strategi organisasinya. Berdasarkan pengamatan dan wawancara terkesan bahwa
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motivasi kebanyakan pegawai bekerja pada dinas pendapatan daerah adalah untuk
meningkatkan pendapatan mereka selain dari gaji. namun tidak termotivasi untuk
meningkatkan prestasi kerja dengan melakukan terobosan-terobosan untuk
meningkatkan kinerjanya. Komitmen para pegawai untuk lebih mengoptimalkan
tujuan organisasi secara keseluruhan masih kurang. Hal ini terlihat dari motivasi
para pegawai di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Simeulue hanya berorientasi pada pencapaian target yang telah
ditetapkan dan insentif yang diberikan setiap bulannya. Sedangkan tujuan
organisasi secara keseluruhan seperti mengoptimalkan pendapatan asli daerah
dengan melakukan terobosan-terobosan dan langkah-langkah antisipatif jarang
sekali dilakukan oleh pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue, disamping itu lemahnya komitmen
pegawai terhadap tujuan organisasi terlihat pada kemangkiran para pegawai.
dimana banyak para pekerja yang hanya datang pagi hari untuk mengikuti apel
pagi dan tidak fama kemudian meninggalkan kantor dan kembali lagi untuk apel
siang pada siang harinya. Kondisi ini mengakibatkan banyak pekerjaan yang
tertunggak yang seharusnya diselesaikan pada hari itu, tidak dapat
diselesaikannya. Kurangnya komitmen pegawai ini terhadap tujuan organisasi
akan mengakibatkan tujuan organisasi secara keseluruhan tidak akan tercapai
sehingga mempengaruhi efektivitas organisasi.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaruh faktor sumber
daya manusia / pekerja pada organisasi Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan
dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue, belum dapat dikatakan optimal baik
dari segi kuantitatif maupun dari segi kualitasnya. yang dapat dilihat dari segi
pemanfaatannya maupun dari segi pendidikan yang diikutinya, komitmennya

terhadap tujuan organisasi, kemantapan kerja dan rasa keterikatan pegawal
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terhadap organisasi. yang kesemuanya itu akan berpengaruh pada peningkatan
produktivitas organisasi yang secara langsung berpengaruh pula pada efektivitas
organisasi.

d. Kebijakan dan Praktik Manajemen

Kebijakan dan praktik manajemen merupakan pengarahan kegiatan-
kegiatan secara proposional untuk mencapai tujuan. Kegiatan-kegiatan tersebut
meliputi :

a. Penetapan tujuan strategi

b. Pencarian dan pemantfaatan sumber daya secara efisien

c. Pembentukan lingkungan prestasi. proses komunikasi, kepemimpinan
d. Pengambilan keputusan serta adaptasi dan inovasi organisasi.

Sebagai seorang manajer, tujuan organisasi harus tercapai atas
pengarahan Kegiatan-kegiatan secara teratur dimana langkah-langkah strategis
dirumuskan melalui suatu proses perencanaan yang strategis. Pengarahan
kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan agar tercapai tingkat koordinasi yang
teratur dalam mekanisme kerja. Seorang manajer yang baik harus menyadari
bahwa mereka tidak bekerja sendirian dengan kata lain menyadari peranannya
sebagai manajer. Dia mempunyai lingkungan vang setiap saat diperlukan untuk
berinteraksi. Lingkungan tersebut sangatlah luas dan beraneka ragam macamnya.
sehingga masing-masing manajer baik tingkat atas, menengah maupun tingkat
bawah haruslah dapat mengatur dan menjalankan organisasi dalam berbagai
kompleksitas lingkungan yang dihadapi.

Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Simeulue, kebijakan dan praktik manajemen diteliti sampai sejauh

mana manajer mengikut sertakan para bawahannya dalam menyusun keputusan
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yang bersifat strategis, karena manajer harus menyadari bahwa keputusan dibuat
untuk dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi. Keputusan tidak akan berarti
apabila tidak dapat dimengerti dan dilaksanakan oleh para anggota organisasi.
Kebijakan dan praktik manajemen yang dilaksanakan oleh para pimpinan di Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue.
berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara mengindikasikan bahwa sampai
saat ini belum dapat dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat dari pertama peranan
pimpinan memainkan peran interpersonal, dalam hal ini yang bertalian dengan
hubungan antar pribadi yaitu memainkan peranan sebagai liaison manajer atau
pejabat perantara, disini manajer melakukan peranan yang berinteraksi dengan
staf dan orang-orang lain atau organisasi yang berada diluar organisasinya.

Dalam hubungannya berinteraksi dengan staf, disini terlihat pimpinan
sangat tidak memperhatikannya, misalnya dengan membuat jadwal pertemuan
dengan para staf untuk mengevaluasi kinerja organisasi serta membuat langkah-
langkah perumusan kebijaksanaan organisasi untuk mencapai tujuan atau
melakukan brifing setiap satu bulan atau tiga bulan untuk mengetahui kesulitan
yang dihadapi para staf atau bawahannya dan mencari pemecahannya. Adapun
brifing yang dilakukan oleh pimpinan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Kekayaan Daerah Kabupaten selama ini hanya terbatas pada kepala subdinas
itupun dilakukan jika dianggap perlu, dalam artian tidak dilakukan secara berkala
sebulan sekali atau sekali dalam tiga bulan.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan bahwa:

* Pimpinan disini kurang memberikan motivasi kepada staf/bawahan.

pembinaan kepada staf sama sekali kurang diperhatikan. pertemuan

atau pengarahan kepada staf secara berkala tidak pernah ada. Hal ini
pernah kita sarankan kepada pimpinan, tapi sampai saat ini belum ada
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tindak lanjutnya. Koordinasi dengan instansi terkait kurang sekali
diperhatikan, seringkali terjadi kita mengundang instansi terkait untuk
rapat koordinasi akan tetapi pada saat pelaksanaannya segalanya

diserahkan kepada staf, padahal seharusnya rapat tersebut dipimpin
langsung oleh kepala dinas™

Kondisi seperti ini menimbulkan respon merasa tidak ikut bertanggung
jawab, dan merasa tidak memiliki dan bukan bagian dari organisasi. Disamping
itu juga instansi terkait merasa kurang dihargai, sehingga seringkali tidak hadir
pada setiap ada pertemuan, kalaupun hadir yang dikirim adalah stafnya. Gejala
lain dapat dilihat dari tidak disiplinnya para pegawai dengan masuk keluar kantor
sesukanya.

Kedua adalah peran informasional, yaitu yang berhubungan dengan
informasi  dengan memainkan peranan sebagai monitor. peranan ini
mengidentifikasikan seorang manajer sebagai penerima dan pengumpul informasi.
agar ia mampu untuk mengembangkan suatu pengertian yang baik dari organisasi
yang dipimpinnya.

Sehubungan dengan peran pimpinan sebagai monitor yang dimainkan
oleh kepala Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Simeulue selama ini menurut pengamatan penulis dirasa masih sangat
lemah. Hal ini dapat dilihat dengan penerimaan informasi dalam bentuk laporan
yang diterima tidak akurat, ini dibuktikan data mengenai potensi pajak dan
retribusi maupun penerimaan-penerimaan lainnya belum menggambarkan potensi
yang sebenarnya. Hal ini juga menggambarkan kurangnya pengawasan dari
pimpinan (Kepala Dinas).

Ketiga, adalah peran sebagai decisional atau pembuatan keputusan.

Sudah jelas bahwa, dalam mengarahkan perilaku para anggota organisasinya.
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seorang pemimpin perlu selalu membuat keputusan. Dalam hal ini ia berperan
sebagai entrepreneur yang bertindak sebagai pemrakarsa dan perancang dari
banyak perubahan dalam organisasinya. Peranan entrepreneur dimulai dari
aktifitas melihat atau memahami secara teliti persoalan-persoalan organisasi yang
dipimpinnya serta memprakarsai setiap tindakan, penghalau gangguan. pembagi
sumber dan negosiator.

Dalam hubungannya dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue, terlihat belum optimal, hal ini dapat
dilihat dari kurangnya pemahaman pimpinan terhadap pendataan wajib pajak
pengawasannya sangat lemah. Juga terlihat pada saat penagihan tunggakan wajib
pajak yang disampaikan dengan menggunakan surat pemberitahuan tunggakan
kepada wajib pajak. dengan melibatkan aparat desa/kelurahan setempat. Cara ini
nampaknya kurang efektif karena petugas akan menyampaikannya ke tiap-tiap
desa/kelurahan.

Dalam kaitan dengan pengambilan keputusan pada Dinas Pendapatan.
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue, masih bersifat
sentralistis, tanpa didelegasikan kepada staf sesuai bidang tugasnya, atau dengan
mengikut sertakan staf dalam proses pengambilan keputusan, sehingga staf akan
merasa terlibat langsung dalam setiap proses kebijaksanaan yang diambil dan
akan ikut bertanggung jawab didalamnya.

Peranan sentral manajer dalam pengambilan keputusan untuk rnencapai
tujuan organisasi harus memperhatikan lingkungan dari organisasi yang
dipimpinnya. Mungkin pencapaian tujuan organisasi secara formal dapat dicapai
akan tetapi secara informal para anggota organisasi tidak merasa ikut berperan

serta dalam keberhasilan itu. Keberhasilan pencapaian tujuan organisasi tidak
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semata-mata hanya pencapaian target yang telah ditetapkan, akan tetapi hubungan
yang harmonis antara para anggotanya juga merupakan faktor yang tidak kalah
pentingnya.

Penetapan tujuan dan strategi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue, belum melibatkan staf
secara keseluruhan, sehingga terlihat selama ini proses penetapat target hanya
diserahkan pada beberapa orang staf saja dan tidak berdasarkan data potensi riil
yang senyatanya dari obyek pajak dan retribusi daerah, akibatnya organisasi ini
hanya berorientasi pada pencapaian target semata, tidak ada motivasi lain yang
harus dicapai seperti penyusunan strategi jangka menengah maupun jangka
panjang yang ingin dicapai oleh organisasi ini. Sampai saat ini Dinas Pendapatan.
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue belum
memiliki program jangka menengah maupun jangka panjang. begitu pula dengan
data potensi riil obyek pajak dan retribusi daerah. sehingga setiap kali penyusunan
target tidak didasarkan atas potensi yang sebenarnya. akibatnya produktivitas
Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten
Simeulue tidak optimal.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang
diambil dan praktik manajemen yang dijalankan pada Dinas Pendapatan.
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue, belum dapat

dikatakan optimal sehingga berpengaruh pada efektivitas organisasi.
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SIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisa yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa
organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Simeulue, memiliki tingkat efektivtas yang cukup rendah.

Tingkat efektivitas organisasi ini dapat dilihat dari masih rendahnya
kontribusi pajak daerah yang dipungut langsung oleh Dinas Pendapatan.
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue terhadap PAD
selama lima tahun terakhir rata-rata sebesar 75 %, walaupun prosentase realisasi
penerimaan pajak daerah yaitu PKB dan BBNKRB rata-rata sebesar 60 %. akan
tetapi jika dibandingkan dengan potensi pajak daerah yang ada. maka prosentase
penerimaan pajak daerah masih jauh dari apa yang diharapkan. Kecilnya
kontribusi pajak daerah terhadap PAD. menunjukkan bahwa produktivitas Dinas
Pendapatan Daerah belum optimal. dan hal ini berkorelasi kepada kontribusi PAD
terhadap APBK. Rendahnya kontribusi PAD terhadap APBK menunjukkan
ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap sumbangan dan bantuan dari
Pemerintah Provinsi menjadi sangat besar.

Selain daripada itu, apabila melihat jumlah tunggakan pajak kendaraan
bermotor yang setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini bila dikaitkan dengan
penambahan jumlah kendaraan baru setiap tahunnya terus meningkat rata-rata
sebesar 7.1% untuk roda dua dan 2.2 % untuk roda empat dan dikaitkan pula
dengan realisasi penerimaan yang selalu melampui target. ini tidak berarti bahwa

pelampauan target itu berarti organisasi itu sangat produktif, akan tetapi
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pelampuan target itu dikarenakan adanya penambahan objek pajak baru yang terus

meningkat setiap tahunnya. Disamping itu juga karena dalam penentuan target

setiap tahunnya tidak didasarkan atas data obyek pajak yang valid atas dasar data
obyek pajak yang senyatanya. Selama ini penentuan target hanya berdasarkan
yang sering didasarkan atas sluit post sistem yang besarnya berkisar antara 10 %-

15 %.

Berdasarkan penelitian mengenai efektivitas organisasi di Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue
yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat temuan-temuan sebagai berikut :

. Struktur organisasi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue yang ada saat ini terjadi
pembengkakan. dibandingkan dengan struktur organisasi sebelumnya. Hal ini
tidak mencerminkan prinsip organisasi yang miskin struktur tapi kaya fungsi.
Fungsi-fungsi pada organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue, belum berjalan dengan baik. sehingga
penetapan target tidak berdasarkan data potensi yang senyatanya. sebab
hingga saat ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah Kabupaten Simeulue belum memiliki data potensi pajak dan retribusi
daerah yang valid, selain itu penggunaan tehnologi seperti komputer
dipergunakan masih hanya sebatas untuk pengetikan saja. belum
menggunakan system on-line yang sebenarnya sangat diperlukan oleh
organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Simeulue yang mempunyai kantor cabang dan Unit Pelaksana

Tekhnis yang tersebar disetiap Kecamatan. Dengan sistem on-line akan dapat
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dengan mudah dipantau penerimaan setiap harinya, sehingga akan dapat
dicegah kelambatan penyetoran dan terjadinya penyimpangan.

2. Lingkungan organisasi yang terdiri dari lingkungan intern dan lingkungan
ekstern, Faktor lingkungan intern pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue dilihat pada peranan
yang dijalankan oleh para anggota organisasi. Peranan yang dilakukan oleh
anggota organisasi adalah peranan yang diberikan oleh pimpinan. atau atas
dasar pengalaman masa lalu atau rutinitas belaka, sehingga anggota organisasi
tidak berani melakukan terobosan-terobosan yang dapat meningkatkan
efektivitas organisasi, sedangkan faktor lingkungan ekstern dapat dilihat dari
kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi sosial dilihat dari pendidikan
masyarakat menunjukkan karakteristik tingkat pendidikan masyarakat yang
masih rendah, yang tentunya sangat mempengaruhi tingkat pemahaman dan
kepatuhan masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan retribusi.
Sedangkan kondisi ekonomi menunjukkan masih dominannya sektor
pertanian dalam sumbangannya pada PDRB Kabupaten Simeulue. vakni
sebesar 36 %. Hal ini menggambarkan bahwa sektor lain di Kabupaten
Simeulue belum berkembang dengan pesat.

3. Ciri pekerja pada Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah Kabupaten Simeulue, dilihat dari segi kuantitatif dapat dikatakan
cukup, akan tetapi dari segi kualitatif dapat dilihat dari segi pendidikan
penjenjangan dan pendidikan tehnis fungsional yang pernah diikuti oleh para

pegawai.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42350.pdf

121

Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa kesempatan untuk mengikuti
pendidikan Tekhnis fungsional jarang sekali. disamping itu pemantaatan
pegawai pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah Kabupaten Simeulue belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini
terlihat dari motivasi pegawai pada organisasi untuk meningkatkan kinerjanya
masih rendah, kebanyakan para pegawai bertujuan hanya untuk meningkatkan
pendapatan selain gaji, karena adanya insentif setiap bulannya. Keadaan ini
tidak mencerminkan tuntutan suatu organisasi yang efektif.

4. Kebijakan dan praktik manajemen yang terjadi pada Dinas Pendapatan.
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue.
Berdasarkan hasil penelitian penulis didapat kesimpulan bahwa kebijakan dan
praktik manajemen pada organisasi ini belum dapat dikatakan efektif, Hal ini
nampak dari peranan pimpinan menanamkan peran interpersonal.
informasional dan decisional.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dapat disimpulkan bahwa.
pimpinan kurang sekali perhatiannya pada staf dalam hal memberikan
motivasi untuk meningkatkan kinerjanya, lebih jauh hal ini terlihat tidak

adanya pengarahan secara berkala dari pimpinan.

B. Saran-Saran

Dari hasil interpretasi data dan kesimpulan, akan dicoba diberikan
rekomendasi terhadap peningkatan efektivitas organisasi Dinas Pendapatan.
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue. Adapun saran

tersebut adalah sebagai berikut :
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1. Perlunya dilakukan pendataan wajib pajak, terutama wajib pajak kendaraan
bermotor, dengan cara mendata kembali potensi pajak kendaraan bermotor
dan mengklasifikasikan menurut tahun/umur kendaraannya. misalnya
kendaraan yang telah berumur 1-5 tahun. kemudian 6-10 tahun dan 10 tahun
keatas. Sehingga akan dapat diketahui jumlah kendaraan yang menunggak
menurut tahunnya dan juga kondisi riil dari kendaraan tersebut. Apabila
kendaran tersebut sudah berumur 10 tahun dibuatkan pencatatan tersendiri dan
dikeluarkan dari potensi pajak, namun apabila akan membayar pajak dapat
dimasukkan menjadi pemasukan tambahan atau dapat pula diberikan
keringanan pajak. dengan demikian tidak tampak sebagai potensi riil. karena
sudah tidak potensial lagi. Dengan cara ini akan dapat diketahui potensi pajak
yang sebenarnya, yang pada akhirnya akan dapat ditetapkan target penerimaan
setiap tahunnya atas dasar data yang valid.

2. Perlunya peningkatan keterampilan para pegawai melalui pendidikan tekhnis
fungsional dan juga pendidikan penjenjangan Kkarir lainnya seperti Kursus
keuangan daerah (KKD) dengan mengirimkan pejabat-pejabat struktural
secara bertahap minimal 2-4 orang setiap tahunnya, mengikut sertakan staf
untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tekhnis pengelolaan keuangan daerah
secara bergiliran, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi Kinerja
dan meningkatkan kemampuan tekhnis para pegawai. Sehingga para pegawali
akan mampu melakukan berbagai terobosan-terobosan yang dapat
meningkatkan PAD dan tentunya harus dibarengi dengan memberikan
motivasi kepada karyawan untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi

pendapatan daerah.
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3. Mengupayakan peningkatan pemanfaatan komputer untuk pencapaian tujuan
organisasi, dalam arti bahwa mengupayakan penggunaan komputer dengan
system on-line disetiap kantor UPT dengan kantor induk. Disamping itu perlu
juga dipikirkan untuk masa yang akan datang yaitu system pelayanan pada
UPT dengan menggunakan system ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau bila
dimungkinkan system pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa langsung
melalui ATM. sehingga akan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

4. Perlunya dilakukan pengaturan kembali system pembagian insentif. untuk
lebih meningkatkan motivasi para pegawai dengan cara, besarnya insentif
vang diberikan disamping berdasarkan jabatan hendaknya juga diperhatikan
beban pekerjaan yang diembannya. Disamping itu perlu dilakukannya
evaluasi terhadap struktur organisasi yang ada saat ini dengan melakukan
analisis jabatan sehingga akan mencerminkan suatu organisasi yang
mengedepankan prinsip organisasi yang miskin struktur tapi kaya fungsi, yang
ahirnya tidak akan menimbulkan kecemburuan diantara para pegawai yang
mempunyai forsi pekerjaan yang banyak dan yang tidak mempunyai
pekerjaan.

5. Perlunya pimpinan memaksimalkan perannya, yakni dengan melakukan
pertemuan-pertemuan rutin, paling tidak setiap tiga bulan sekali yang
dipimpin langsung oleh kepala dinas. dengan maksud untuk mengevaluasi
program kerja, sehingga dapat diketahui kendala-kendala yang dihadapi dan
kemajuan-kemajuan yang telah dicapai, sehingga para pekerja akan merasa
diperhatikan dan termotivasi dalam meningkatkan kemampuannya yang pada

akhirnya akan berdampak pada efektivitas organisasi itu sendiri.
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PEDOMAN WAWANCARA
A. Tolok Ukur Efektivitas Organisasi
1. Kemampuan menyesuaikan diri (Adaptability)

e Dinas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD)
Kabupaten Simeulue sebagai pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
sebagian tugas umum Pemerintahan dalam bidang pendapatan daerah.
terutama dalam pemungutan pendapatan daerah. perumusan kebijakan
dan koordinasi tekhnis pemungutan pendapatan daerah. Apakah Dinas
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD)
Kabupaten Simeulue telah dapat melaksanakan fungsinya itu dengan
baik ?

e Sejauh mana Dinas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah (DPKKD) Kabupaten Simeulue dapat mengantisipasi
perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungan. baik
perubahan politik yang biasanya dibarengi dengan perubahan
kebijakan Pemerintah Pusat,maupun perubahan-perubahan eckonomi.
dan sosial ?

e Apa upaya Dinas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayvaan Daerah
(DPKKD) Kabupaten Simeulue untuk menyusuaikan diri dengan
perubahan tersebut ?

e Apakah dengan perubahan-perubahan tersebut akan sangat

mempengaruhi tingkat pendapatan asli daerah ?
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e Apakah Dinas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
(DPKKD) Kabupaten Simeulue telah menggunakan tekhnologi
misalnya komputer dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
sehari-hari 7

e Apakah peralatan tersebut sudah sangat mendukung bagi kelancaran
pelaksanaan tugas tersebut ?

2. Produktivitas

e Apakah selama ini penetapan PAD dapat dicapai sesuai target yang
telah ditentukan. dan bagaimana proses penetapan target setiap
tahunnya. Apakah berdasarkan realisasi tahun sebelumnya atau
berdasarkan data potensi yang senyatanya ?

o Jika penetapan PAD dapat/tidak dapat dicapai sesuai target. faktor-
faktor apa penyebabnya ?

e Apa upaya-upaya yang dilakukan Dinas Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Simeulue
dalam peningkatan PAD ?

e Apa saja jenis pajak dan retribusi yang dipungut oleh Dinas Dinas
Pengelolaan  Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD)
Kabupaten Simeulue?

e Apa langkah-langkah yang dilakukan Dinas Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Simeulue

terhadap orang-orang yang tidak membayar pajak ?
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e Sejauh mana Dinas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah (DPKKD) Kabupaten Simeulue dapat memanfaatkan
sumber dayanya secara efisien agar dapat menghasilkan nilai
ekonomis ?

e Kemajuan-kemajuan apa yang telah dicapai oleh Dinas Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD)
Kabupaten Simeulue dalam pemungutan pajak dan retribusi ?

e Apa langkah-langkah Dinas Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Simeulue dalam
menghadapi jumlah wajib pajak yang terus meningkat ?

o Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Dinas
Pengelolaan  Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD)
Kabupaten Simeulue dalam peningkatan sarana pelayanan terhadap
para wajib pajak ?

3. Kepuasan Kerja

e Selama bekerja disini apakah ada pemberian berupa imbalan
tertentu atas prestasi yang dicapai oleh karyawan ?

e Bagaimana dengan pembagian insentif yang diberikan selama ini ?
Apa tanggapan saudara tentang hal itu ?

e Apakah dengan pemberian insentif tersebut dapat membuat anda

lebih termotifasi untuk bekerja ?
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e Apakah beban kerja yang diberikan kepada saudara telah sesuai
dengan insentif yang saudara terima ? Bila belum bagaimana upaya
atau perhatian dari pimpinan untuk memberikan jalan kefuarnya ?

e Bagaimana pembagian tugas yang ada dalam Dinas Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD)
Kabupaten Simeulue saat ini ? Apakah telah sesuai dengan job
analisis ?

e Apakah ada pertemuan/pengarahan dari pimpinan yang dilakukan
secara berkala ?

e Bila ada apakah selalu dipimpin aleh kepala dinas ataukah

dilakukan secara bergilir oleh kasubdin ?

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi

1. Ciri Organisasi

Apakah ada perubahan inovatif yang dapat meningkatkan efektivitas
organisasi ?

Apakah hubungan interaktif antar anggota-anggota organisasi dan
penyusunan hubungan SDM dapat meningkatkan efektivitas organisasi ?
Apakah spesialisasi fungsi, ukuran organisasi dan proses pengambilan
keputusan dapat meningkatkan produktivitas organisasi ?
Kemajuan-kemajuan apa yang tercapai dengan struktur organisasi yang

ada ?
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* Bagaimana dengan distribusi pekerjaan/penugasan. Apakah telah sesuai
dengan struktur organisasi Dinas Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Simeulue ?

2. Ciri Lingkungan

* Bagaimana Dinas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
(DPKKD) Kabupaten Simeulue dapat mempertahankan diri dalam
menghadapi perubahan lingkungan ?

* Apakah organisasi Dinas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah (DPKKD) Kabupaten Simeulue telah dapat menjangkau aktivitas
terhadap visinya ?

*» Jika tidak menjangkau visinya apakah unsur yang merupakan
penghambat ataupun kendalanya ?

* Bagaimana dengan koordinasi antar kasubdin dan seksi, Apakah berjalan
sesuai dengan yang diharapkan dan bagaimana pula koordinasi dengan
instansi terkait ?

= Bagaimana sifat hubungan antara para karyawan ?

3. Ciri Pekerja

* Bagaimana kemampuan pekerja dalam menyelesaikan tugas-tugasnya ?

* Apakah perbedaan individual diantara pekerja mempengaruhi Kinerja
kerja ?

= Apakah penempatan pegawai telah sesuai dengan latar belakang

pendidikan ?
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* Bagaimana pemanfaatan SDM yang ada pada Dinas Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Simeulue ?

. Apa upaya dari para pekerja di Dinas Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Simeulue untuk mengembangkan
kemampuannya ?

4. Kebijakan dan Praktek Manajemen

* Apakah ada pengarahan-pengarahan atau kegiatan-kegiatan vang
proporsional untuk mencapai tujuan ?

* Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan ?

* Apakah kegiatan tersebut dapat meningkatkan prestasi. proses
komunikasi dan kepemimpinan ?

* Bagaimana dampak pelatihan bagi peningkatan mutu pelayanan ?

* Apakah selama ini pimpinan memahami dengan benar setiap persoalan
yang terjadi dilingkungan Dinas Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Simeulue ?

* Apakah selama ini ada dilakukan semacam pertemuan rutin untuk
mengetahui apa dan bagaimana mengenai kendala yang dihadapi baik
mengenai operasionalisasi pendapatan maupun hal lain yang dihadapi
oleh karyawan organisasi Dinas Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Simeulue ?

» Bagaimana dengan pengambilan keputusan dalam  mengatasi
permasalahan, apakah selama ini diambil/diputuskan oleh pimpinan atau

diputuskan secara rembuk atau ada pembagian diantara kasubdin ?
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